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ABSTRACT 
 
EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR 
DI KOTA SURAKARTA 
 
 
 
MIFTAKHUL JANNAH 
F3406041 
 
The purpose of this research is to know about the implementation to manage 
parking tax in Surakarta City and to know the implementation is suitable with the 
regional regulation about parking tax. 
The methodology of this research that are used are by interview, observation, and 
studying bibliography. 
The result of the research that has been done by the writer is that the 
implementation of parking tax in Surakarta City does not follow the Regional 
Regulation about Parking Tax. 
Based on the result of research, the writer give some suggestion, that is important 
to improve more the socialization activity about Regency Regulation Number 11 
of  2002 about Parking Tax to the society, and to give distinct punishment for tax 
obliged who less or late in payment of their tax. 
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ABSTRAKSI 
 
EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR 
DI KOTA SURAKARTA 
 
 
 
MIFTAKHUL JANNAH 
F3406041 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penalitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta, dan untuk mengetahui 
apakah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta sudah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara dengan pihak 
terkait, observasi, dan melalui studi pustaka. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah bahwa penerapan 
pelaksanaan pemungutan pajak parkir belum sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mamberikan beberapa saran, yaitu untuk 
lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2002 tentang Pajak Parkir kepada masyarakat, dan memberikan sanksi 
yang tegas bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
           Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak dapat 
dipisahkan dengan sejarah kota Surakarta sebagai wilayah pemerintahan 
otonom. Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 
Agustus 1945 di daerah Surakarta sampai tahun 1946 terjadi konflik 
sehubungan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra daerah 
istemewa. Kemudian dengan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 
1946 Nomor 16/ S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan 
sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah baru dengan nama Kota 
Surakarta. 
           Peraturan tersebut kemudian disempurnakan dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 1947 yang menetapkan 
Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta 
pada waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 
9 kelurahan di wilayah Karangannyar belum diserahkan. Pelaksanaan 
penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten Karanganyar itu baru terlaksana 
pada tanggal 9 September 1950. pelaksana teknis pemerintahan Haminte 
Kota Surakarta terdiri atas jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud antara   
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lain Jawatan Sekretariat Umum, Keuangan, Pekerjaan Umum, Sosial, 
Kesehatan, Perusahaan, P&K, Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. 
Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga yang mengurusi Penerimaan 
Pendapatan Daerah yang antara lain pajak daerah. 
           Berdasarkan keputusan DPRS Kota Besar Surakarta No 4 Tahun 
1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat 
Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan 
Umum ini terdiri dari urusan-urusan dan setiap urusan-urusan ini ada 
bagian-bagian. 
           Pada perubahan tersebut dapat dilihat bahwa untuk penenganan 
pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan 
Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Selanjutnya 
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 23 Februari 1970 No 259/X.10/KP.70 tentang Struktur 
Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Urusan-urusan dari Dinas-
dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum 
diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi urusan-urusan sehingga 
dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian 
Pajak. 
           Pada tahun 1972, Bagian Pajak dihapus berdasarkan Surat 
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 
1972 No 163/Kep/Kdh.IV.KP.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari 
Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas 
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baru. Dinas Baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat 
dengan sebutan DIPENDAsesuai singkatan yang digunakan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah. Dinas Pendapatan Daerah 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan 
bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan 
Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak 
Daerah, Seksi Pajak Pusat/Provinsi yang diserahkan kepada Daerah dan 
yang terakhir Seksi P3/Doleansi dan Retribusi dan Leges. Masing-masing 
seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya 
langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah. 
           Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah pada saat itu adalah sebagai 
pelaksana Walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan dan kegiatan 
di bidang pengelolaan sector-sektor yang merupakan sumber pendapatan 
daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut antara lain perpajakan daerah, 
retribusi, leges dan lain-lain menurut sifat dan bentuk pekerjaan itu dapat 
dmasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-undang 
Darurat No 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam 
Pajak daerah di Kota Surakarta yang wewenang pemungutan dan 
pengelolaannya ada pada DIPENDA. Tetapi pada saat itu baru terdapat 4 
macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetaokan dengan 
Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut: 
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a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No 1 tahun 
1972. 
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 1971 
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No 54 tahun 1953 
d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah 
No 12 tahun 1971 
           Terbitnya Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No KUPD 
7/12/41-101 tahun 1978 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II 
makin memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah. 
           Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Perda No 23 tahun 1981. 
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No 473-
442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Daerah lainnya, telah mengakibatkan pembagian tugas dan 
fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan 
daerah, yaitu pendataan, penetapan, pembukuan, dan seterusnya. System 
dan Prosedur tersebut dikenal dengan  MAPADA (Manual Pendapatan 
Daerah). System ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dan dituangkan 
dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Cara Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta. 
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2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
           Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah unsure pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Walikota Surakarta. DIPENDA Surakarta mempunyai tugas pokok yaitu 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang 
pendapatan daerah, dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh Walikota 
kepada DIPENDA. 
           DIPENDA Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dan tugas-tugas lain 
yang diserahkan oleh Walikota Surakarta kepadanya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Melakukan urusan Tata Usaha. 
c. Melakukan pendaftaran an pendataan Waib Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
d. Melakukan Pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak/Direktorat 
PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak. 
e. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah. 
f. Melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), 
Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana 
administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada 
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Wajib Pajak serta membantu malakukan penyampaian Daftar 
Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak 
kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya. 
g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan 
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah 
lainnya. 
h. Melakukan koordinasi dan pengawasn atas penagihan pajak daerah, 
retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan 
PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah. 
i. Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang 
pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, 
penerimaan asi daerah dan PBB. 
j. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah 
lainnya serta PBB. 
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 
           Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai 
dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur 
organisasi adalah untuk: 
a. Mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 
b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 
c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tuuan yang diharapkan. 
d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan sehingga 
mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
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           Adapun susunan organisasi DIPENDA menurut Keputusan 
Walikota Surakarta No 24 tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas 
DIPENDA Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang pendapatan daerah. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut: 
1). Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas 
sesuai dengan program pembangunan daerah (Propeda). 
2). Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan. 
3). Memberikan perijinan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4). Menyelenggarakan urusan tata usaha dinas. 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administrative 
kepada seluruh kesatuan organisasi dalam lingkungan DIPENDA. Sub 
Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
1). Urusan Umum 
Bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah 
tangga, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas dan 
pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perlengkapan. 
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2). Urusan Kepegawaian 
Bertugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian. 
3). Urusan Keuangan 
Berugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 
c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan bertugas melaksanakan kegiatan 
pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak rtribusi 
daerah serta pendataan objek pajak daerah dan objek retribusi daerah 
serta membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang 
dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Seksi pendaftaran dan pendataan 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1). Melakukan pendaftaran ajib pajak daerah dan retribusi daerah 
melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah 
data objek dan subjek wajib pajak retribusi daerah melalui 
formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan 
lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain. 
2). Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah serta 
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan 
dengan pendaftaran dan pendataan. 
3). Membantu melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB 
khususnya penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Dirjen 
Pajak, kepada Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP 
tersebut dari para wajib pajak. 
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Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari beberapa sub seksi, yaitu: 
1). Sub Seksi Pendaftaran 
a). Mendistribusikan dan menerima kembali formulir 
pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi 
daerah. 
b). Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak 
dan retribusi daerah yang belum diterima kembali. 
c). Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak dan retribusi 
daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi 
daerah. 
d). Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
2). Sub Seksi Pendataan 
a). Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek 
pajak daerah dan retribusi daerah. 
b). Melakukan pemerikasaan lapangan/lokasi dan melaporkan 
hasilnya. 
c). Membuat daftar formulir SPT yang belum diterima kembali. 
3). Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
a). Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan 
retribusi daerah. 
b). Memberikan kartu pengenal NPWPD. 
c). Menyimpan arsip surat perpajakn dan retribusi daerah yang 
berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan. 
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d). Melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek PBB 
khususnya penyampaian SPOP PBB kepadawajib pajak serta 
menerima kembali iasian SPOP PBB yang diterbitkan oleh 
Dirjen Pajak. 
d. Seksi Penetapan 
Seksi Penetapan bertugas melakukan penghitungan dan penetapan 
jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang serta menghitung 
besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah 
serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya 
dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPT dan DHPP PBB. Seksi 
penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1). Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah. 
2). Menghitung besarnya jumlah angsuran pemungutan/pembayaran 
atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui. 
3). Menerbitkan, mendistribusikan serta menyimpan arsip surat 
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan. 
4). Melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan 
dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak serta 
mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit lain yang 
terkait. 
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Seksi Penetapan terdiri dari tiga sub seksi, yaitu sebagai berikut: 
1). Sub Seksi Penghitungan 
Melaksanakan penghitungan penetaan, penetapan secara jabatan 
penetapan tambahan pajak/retribusi daerah. 
2). Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
a. Menerbitkan SKP, Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat 
Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya. 
b. Mendistribusikan dan menyimpan arsip-arsip surat 
perpajakan dan retribusi daerah serta membantu melakukan 
penyampaian, penyimpanan SPPT PBB dan dokumen PBB 
lainnya. 
3). Sub Seksi Angsuran 
Menerima surat permohonan angsuran serta menyiapkan surat 
perjanjian dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran 
pajak dan retribusi daerah. 
e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
Seksi Pembukuan dan Pelaporan bertugas melaksanakan pembukuan 
dan pelaoran mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan 
retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga. Seksi 
Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1). Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari 
pemungutan atau pembayaran pajak atau retribusi daerah ke 
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dalam kartu jenis dan kartu wajib untuk pajak dan retribusi daerah 
serta kartu pengawasan pembayaran PBB (KPPBB 4) dan DHPP. 
2). Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran 
benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan 
benda berharga ke dalam kartu prsediaan benda berharga. 
3). Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan 
pemungutan atau pembayaran pajak dan retribusi daerah, realisai 
penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga 
secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan 
dan tunggakan PBB. 
Seksi Pembukuan dan pelaporan terdiri dari tiga sub seksi, sebagai 
berikut: 
1). Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan 
a). Mencatat semua SKP dan SKR dan Surat-surat Ketetapan 
Pajak lainnya serta SPPT PBB. 
b). Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-
surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas. 
c). Mencatat pembayaran PBB dan menghitung tunggakannya. 
2). Sub Seksi Pembukuan Persediaan 
a). Menerima dan mencatat tanda terima, bukti benda berharga, 
bukti pengeluaran atau pengambilan benda berharga. 
b). Menerima uang hasil pemungutan benda berharga serta 
menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga. 
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3). Sub Seksi Pelaporan 
Menyiapkan laporan periodical realisasi penerimaan dan 
tunggakan pajak, retribusi daerah dan PBB serta laporan berkala 
mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga. 
f. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak 
daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh 
tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta 
mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah 
lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah. Seksi Penagihan 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1). Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2). Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai 
batas kewenangannya. 
3). Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan 
lainnya di luar pajak dan retribusi daerah. 
Seksi penagihan terdiri dari beberapa sub seksi, yaitu: 
1). Sub Seksi Penagihan 
Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan 
dkumentasi yang berhubungan dengan penagihan. 
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2). Sub Seksi Keberatan 
a). Menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat 
Permohonan Banding atas materi penetapan pajak dan 
retribusi daerah. 
b). Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan 
dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke 
Majelis Pertimbangan Pajak. 
3). Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain 
Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan 
linnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional 
Seksi perencanaan dan pengendalian operasional mempunyai tugas 
melaksanakan penyususnan rencana, pembinaan teksis pemungutan, 
pemantauan, penggalian dan peningkatan pendataan daerah. Seksi 
perencanaan dan pengendalian operasional berfungsi sebagai berikut: 
1). Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari 
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta 
dari PBB. 
2). Melakukan pembinaan teknis operasional, pemantauan bimbingan 
dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan 
pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta 
pemungutan PBB. 
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3). Bekerja sama dengan instansi vertical dan dinas daerah lainnya. 
Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari dua sub 
seksi sebagai brikut: 
1). Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan 
a). Menyusu rencana dan intensifikasi pemungutan dan 
pendapatan. 
b). Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, tata hubungan 
kerja. 
c). Melakukan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana 
perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah 
lainnya. 
2). Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan 
a). Mengumpulkan, mengelola data dan melakukan pemantauan 
atas semua sumber pendapatan daerah. 
b). Merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan 
Keputusan Waikota Surakarta tentang perpajakan dan 
retribusi daerah lainnya. 
h. Unit Penyuluhan 
Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala unit setingkat sub seksi 
yang berada di bawah dan brtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
Unit penyuluhan mempunyai tugas menyusun bahan, melaksanakan 
kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi dan penerangan 
mengenai pajak, retribusi, pendapatan daerah lainnya dan PBB kepada 
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masyarakat serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan I Dinas 
Pendapatan Daerah. 
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsure 
pelaksana koordinasi kegiatan dinas di bidang pengelolaan Terminal 
dan pemungutan retribusi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan brtanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 
Unit pelaksana teknis dinas terminal ditetapkan dengan Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No 
061.1/366/1/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal di Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surakarta. 
4. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah 
           Dalam melaksanakan tugasnya DIPENDA Kota Surakarta 
mendapat pembinaan teknis fungsionaldari DIPENDA Tingkat I Jawa 
Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan 
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik 
dalam lingkungan DIPENDA maupun instansi-instansi lain di luar 
DIPENDA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip di atas sesuai bidang 
tugasnya masing-masing. 
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           Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi 
dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan 
atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil 
pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing. Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan 
Kepala teknis Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas. Para Kepala Urusan atau Sub Seksi pada DIPENDA 
bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala 
Seksi yang membidangi. 
           Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di 
Lingkungan DIPENDA Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikota 
Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di 
lingkungan DIPENDA Kota Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Walikota Surakarta. 
5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah 
a. Visi DIPENDA 
Yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal untuk 
mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota Surakarta. 
b. Misi DIPENDA 
Misi DIPENDA terbagi menjadi 3, antara lain: 
1). Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti. 
2). Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah. 
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3). Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
           Dengan berlakunya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang 
Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangna, maka daerah memiliki 
kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. 
           Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, saat ini 
daperlukan strategi yang baik untuk menunjang pembangunan daerah. 
Diantaranya mengumpulkan segenap potensi dari sumber -sumber penerimaan 
daerah. Berdasar Undang-Undang No 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa 
sumber penerimaan daerah sebagai berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Pinjaman Daerah 
3. Lain-lain penerimaan yang sah 
           Salah satu unsur dalam Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai 
persentase yang besar bagi peningkatan pendapatan daerah adalah pajak. 
           Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. yang 
dikutip oleh Waluyo adalah iuran kepada kas negara beradarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 
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(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran  
umum. 
           Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang 
bukan berupa barang. 
2. Berdasarkan Undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 
langsung dapat ditunjuk. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
           Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pajak Pusat 
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga Negara. 
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Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 
2. Pajak Daerah. 
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak daerah terdiri dari: 
a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
dan Pajak Penerangan Jalan. 
           Pemerintah membuat kebijaksanaan dengan ditetapkannya Undang-
undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik 
Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang 
mengandung maksud bahwa pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan 
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan agar pemerintah daerah 
dapat mengurusi kepentingan daerahnya dengan otonomi daerah. Dalam 
rangka peningkatan PAD, pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak 
daerah ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan 
yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan dalam pembangunan 
daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dengan titik berat pada 
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kota/kabupaten. Salah satunya adalah dengan peningkatan pendapatan dari 
sektor pajak. 
           Pajak parkir merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang 
memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Pajak parkir di 
Kota Surakarta termasuk pajak baru yang mulai dipungut pada tahun 2003 
oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang sebelumnya penerimaan pajak parkir 
digabung dengan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dari Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Potensi dari pajak parkir sangat besar, setiap tahunnya 
realisasi pendapatan dari pajak parkir selalu melampaui target yang 
ditetapkan. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta yang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat dan semakin banyak investor yang 
menjalankan usahanya di Kota Surakarta. Hal ini terlihat semakin banyaknya 
toko-toko, swalayan, mall, sarana olahraga dan sarana-sarana yang lain. 
Sarana-sarana tersebut juga memberikan fasilitas yang dapat menambah 
kenyamanan bagi para konsumennya terutama kenyamanan dalam tempat 
parkir  atas kendaraan para konsumen. Hal ini membuat permintaan atas lahan 
parkir akan semakin banyak. Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Surakarta No 11 Tahun 2002. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau 
badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang 
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memungut bayaran. Adapun penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas 
parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan: 
1. Rencana umum dan tata ruang kota 
2. Keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas 
3. Kelestarian lingkungan 
4. Kemudahan bagi pengguna jasa 
           Pajak parkir merupakan pajak yang mempunyai tingkat evektifitas yang 
cukup tinggi. Dari hasil yang dicapai pada tahun 2008, target yang 
dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk pajak parkir adalah 
Rp700.000.000,00 dan dapat terealisasi di atas target yaitu sebesar 
Rp751.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp51.000.000,00 
dengan prosentase efektivitas sebesar 107,29%. 
           Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengambil judul “EVALUASI PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SURAKARTA”. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
           Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah sistem pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta? 
2. Apakah pelaksanaan pajak parkir di Kota Surakarta sudah sesuai dengan 
peraturan daerah yang berlaku? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 
           Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah , maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
sistem pajak parkir di Kota Surakarta secara lebih mendalam dan menambah 
wawasan mengenai pajak parkir serta bagaimana pelaksanaan pemungutannya. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
           Suatu penilitain akan lebih bernilai jika memberi manfaat bagi beberapa 
pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi penulis 
Sebagai sarana untuk mempraktekan ilmu perpajakan yang diperoleh 
selama dibangku kuliah khususnya tentang pajak parkir. 
2. Bagi objek penelitian 
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Surakarta agar dapat meningkatkan efektivitas penerimaan 
pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 
3. Bagi pihak lain 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pembaca sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenis di masa yang 
akan datang. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
 System adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Mulyadi (1993: 6). 
Menurut Widjajanto (2001 : 2) adalah suatu yang memiliki bagian-bagian 
yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan 
yaitu input, proses, dan output. Menurut Mardiasmo (2006 : 5) ada tiga 
macam system pemungutan pajak, yaitu: 
a. Official Assestment System 
Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
Cirri-cirinya: 
1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
2). Wajib Pajak bersifat pasif. 
3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
b. Self Asestment System 
Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
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1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
2). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak sendiri yang terutang. 
3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding Sistem 
Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
           Prosedur mempunyai suatu unsur dari system. Yang dimaksud dengan 
prosedur adalah urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang 
dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 
secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 
1993: 6). 
2. Pengertian Pajak 
           Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang 
dikutip oleh Mardiasmo (2006: 5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
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           Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur sebagai berikut: 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua macam, 
yaitu: 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. 
           Sesuai dengan pembagian administrasi daerah dan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik 
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Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan. 
b. Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. 
3. Pengertian Pajak Daerah 
           Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
(Propinsi dan Kabupaten atau Kota) yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah 
masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah 
tangga daerahnya (Kesit, 2003: 1) 
           Sedangkan dalam Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud dengan Pajak 
Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan per Undang-undangan yang berlaku, yang dapat 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan 
pembangunan daerah. 
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4. Pajak Parkir 
a. Pengertian Pajak Parkir 
           Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pajak Parkir, yang dimaksud dengan pajak parkir adalah pajak yang 
dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh 
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan 
bermotor yang memungut bayaran. 
b. Dasar Hukum Pajak Parkir 
Yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pajak parkir adalah: 
1). Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pajak Parkir. 
3). Instruksi Wali Kota Surakarta Nomor 973/007/2/2004 tentang 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Parkir. 
c. Wajib Pajak, Obyek Pajak, Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan 
Tarif Pajak Parkir. 
1). Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas tanah milik sendiri. 
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2). Obyek Pajak Parkir adalah kegiatan penyelenggaraan tempat parkir 
oleh orang pribadi atau badan. 
3). Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran atas tempat parkir. 
4). Dasar Pangenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang 
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. 
5). Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari 
dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. 
d. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang 
1). Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
dalam 1 (satu) tahun takwim. 
2). Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaraan parkir. 
e. Tata Cara Pemungutan Pajak 
1). Pajak Parkir dipungut diseluruh wilayah daerah tempat parkir 
berlokasi. 
2). Pajak Parkir dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut 
berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
f. Pembayaran dan Sanksi Administrasi 
1). Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam 
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPPD. 
2). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 
10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
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3). Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah 
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, 
dikenakan sankai administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD). 
g. Ketentuan Umum 
1). Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas tanah milik sendiri. 
2). Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, 
kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi 
social politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, dan 
bentuk badan lainnya. 
3). Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 
4). Kendaraan adalah setiap kendaraan baik yang bermotor maupun tidak 
bermotor yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan. 
5). Usaha Parkir adalah usaha pengelolaan tempat parkir dengan 
memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa. 
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6). Fasilitas Parkir Di Luar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan 
yang dibuat khusus yang berupa taman parkir atau gedung parkir. 
7). Fasilitas Parkir Untuk Umum adalah fasilitas parkir di luar badan-
badan jalan berupa taman parkir atau gedung parkir yang diusahakan 
sebagai kegiatan uasaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan 
jasa pelayanan parkir. 
8). Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ 
atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, 
dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 
9). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah Surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pambayaran lain yang 
ditunjuk Walikota. 
10). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 
11). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 
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12). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
13). Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT) 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. 
14). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 
15). Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau 
denda. 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir 
           Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pemungutan adalah 
suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak, penentuan besarnya pajak terutang 
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sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
           Berdasar Peraturan Daerah No 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, 
pajak parkir dipungut diseluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi. 
Tata cara pembayaran pajak menurut Peraturan Daerah No 11 Tahun 2002 
adalah: 
a. Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan 
oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau 
dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan. 
b. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 
Tagihan Pajak Daerah (STPD). 
           Pelaksanaan pemungutan pajak parkir di DIPENDA Kota Surakarta 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Parkir 
Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan 
pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki obyek pajak di wilayah 
Kota Surakarta. Diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan 
pendataan oleh Wajib pajak dengan jelas, lengkap, dan benar, serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Petugas pajak 
kemudian mencatat data Wajib Pajak ke dalam Daftar Induk Wajib 
Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Untuk kemudahan pelayanan 
 47 
kepada Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dicantumkan 
pada setiap dokumen perpajakan daerah. 
b. Penghitungan Penetapan Pajak Parkir 
Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak 
wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD), 
dan harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Data perpajakan yang 
diperoleh dari SPTPD dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu 
data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan 
menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 
DIPENDA mengeluarkan tanda bukti penerimaan pajak rangkap 4, 
yaitu: 
1). Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak 
2). Lembar 2 diberikan kepada Kas DIPENDA 
3). Lembar 3 diberikan kepada Dinas Penetapan 
4). Lembar 4 diberikan kepada Dinas Pembukuan 
           Apabila SKPD sebagaimana dimaksud tidak atau kurang 
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, 
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap 
bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah. 
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan, ditetapkan dengan 
keputusan Walikota, yaitu: 
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1). Kalau mengangsur membawa bukti bayar bulan yang lalu. 
2). Kalau menunda ada perjanjian tersendiri. 
c. Penagihan Pajak Parkir 
           Penagihan pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Teguran atau Surat Peringatan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak 
saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus 
dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan 
dalam Surat teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus 
dibayar ditagih dengan Surat Paksa, yang dikeluarkan segera setelah 
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran 
atau Surat Peringatan. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah 
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan 
Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal 
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara, setelah Kantor Lelang 
Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, 
juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak. 
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d. Pembukuan dan Pelaporan 
           Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam 
buku catatan pajak. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar 
Penetapan Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan kemudian dibuat 
laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai dengan 
masa pajak. Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dengan omset 
Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setiap tahun atau lebih, wajib 
menyelenggarakan pembukuan secara tertib, teratur, dan benar sesuai 
dengan norma pembukuan yang berlaku. Pembukuan dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. 
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir 
           Berdasarkan perbandingan antara prosedur pemungutan pajak 
parkir menurut Peraturan Daerah dengan pelaksanaan pemungutan di 
lapangan, dapat diketahui hasil evaluasi sebagai berikut: 
a. Mengenai besaran tarif pajak parkir yang harus dibayar Wajib Pajak 
Parkir ke DIPENDA yang dapat dinegosiasikan antara aparat dengan 
Wajib pajak, sehingga besarnya pajak parkir yang seharusnya dibayar 
menjadi lebih kecil karena tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya 
terjadi. Sedangkan menurut Peraturan Daerah menetapkan tarif pajak 
parkir sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak. Adapula beberapa 
Wajib pajak Parkir yang membayar pajak parkir dengan tarif yang 
sama setiap hari atau bulannya. Dengan demikian jumlah pajak yang 
harus dibayarkan tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. 
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b. Apabila Wajib Pajak Parkir tidak membayar tepat waktu atau kurang 
dalam pembayarannya, pihak DIPENDA tidak pernah mengenakan 
sanksi denda administrasi sebesar 2% setiap bulan dihitung dari 
besarnya pajak terutang, sehingga Surat Teguran, Surat Paksa, dan 
Surat Penyitaan dan Pelelangan tidak diterbitkan. Sedangkan menurut 
Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar 
Pengenaan Pajak setiap bulan. 
c. Dalam kenyataannya, petugas DIPENDA yang mendatangi Wajib 
Pajak Parkir. Seharusnya Perhitungan dan pembayaran pajak parkir 
dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Parkir dengan datang langsung ke 
DIPENDA. 
           Pemberlakuan Peraturan Daerah yang kurang maksimal ini 
memberi jalan bagi Wajib Pajak Parkir untuk memanipulasi data pajak 
parkirnya. Kesalahan tidak selalu datang dari pihak pemerintah, masih 
banyak Wajib Pajak Parkir yang tidak mengerti tentang adanya pajak 
parkir. 
           Kesimpulan dari hasil evaluasi di atas yaitu pelaksanaan 
pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta belum sesuai dengan Peraturan 
Daerah yang berlaku. 
3. Evaluasi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Parkir 
           Evaluasi penerimaan pajak parkir dilakukan dengan menghitung 
tingkat evektifitas penerimaan pajak parkir serta membandingkan pajak 
yang ditetapkan oleh fiskus dengan pajak yang seharusnya. Dapat 
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dipastikan PAD dari sektor pajak parkir akan naik apabila pajak dibayar 
sesuai dengan ketentuan dan dengan adanya kesadaran masyarakat yang 
memenuhi syarat menjadi subyek dan obyek pajak menjadi Wajib Pajak 
Parkir. 
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Wajib Pajak 
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4. Evektifitas Pajak Parkir di Kota Surakarta 
            Berikut ini penulis akan menyajikan data Target dan Realisasi 
Pajak Parkir di Kota Surakarta periode 2006-2008, sebagai berikut. 
TABEL II.1 
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PAJAK PARKIR 
KOTA SURAKARTA 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta 
           Berdasarkan tabel II.1 dapat dilihat bahwa evektifitas penerimaan 
pajak parkir Kota Surakarta sangat baik dan evektif. Hal ini dikarenakan 
target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota tercapai, bahkan realisasinya 
dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Penjelasan dari tabel di atas 
adalah sebagai berikut: 
a. Tahun 2006 
Pada tahun ini target yang dianggarkan oleh DIPENDA untuk pajak 
parkir adalah Rp350.000.000,00 dan dapat terealisasi di atas target 
yaitu sebesar Rp364.554.800,00 sehingga terdapat selisih lebih 
sebesar Rp14.554.800,00 dengan prosentase evektifitas sebesar 
104,16%. 
b. Tahun 2007 
Pada tahun ini target yang dianggarkan oleh DIPENDA untuk pajak 
parkir adalah Rp500.000.000,00 dan dapat terealisasi di atas target 
Tahun Target Realisasi Selisih % 
2006 Rp350,000,000.00 Rp364,554,800.00 Rp14,554,800.00 104.16 
2007 Rp500,000,000.00 Rp545,865,700.00 Rp45,865,700.00 109.17 
2008 Rp700,000,000.00 Rp751,000,000.00 Rp51,000,000.00 107.29 
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yaitu sebesar Rp545.865.700,00 sehingga terdapat selisih lebih 
sebesar Rp45.865.700,00 dengan prosentase evektifitas sebesar 
109,17%. 
c. Tahun 2008 
 Pada tahun ini target yang dianggarkan oleh DIPENDA untuk pajak 
parkir adalah Rp700.000.000,00 dan dapat terealisasi di atas target 
yaitu sebesar Rp751.000.000,00 sehingga terdapat selisih lebih 
sebesar Rp51.000.000,00 dengan prosentase evektifitas sebesar 
107,29%. 
           Dari hasil yang telah dicapai selama tiga tahun ini, Pemerintah 
Kota Surakarta menyimpulkan bahwa pajak parkir merupakan pajak yang 
mempunyai tingkat evektifitas yang cukup tinggi. 
5. Prospek Penerimaan Pajak Parkir 
           Prospek merupakan realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun 
mendatang. Prospek ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam menentukan target di masa mendatang. Untuk mengetahui prospek 
penerimaan Pajak Parkir di tahun-tahun mendatang. Dapat dihitung 
dengan menggunakan analisis trend dengan metode jumlah kuadrat 
terkecil (Djarwanto, 2001: 274). Tujuan digunakannya metode trend 
linier dengan least square sebagai alat untuk melihat 
perkembangan/trend hubungan variable X dan Y selama periode tahun 
perkiraan, maupun prospeknya dimasa-masa mendatang yang keadaan 
tersebut tergantung koefisien b (J. Supranto, 2001: 244-245). Bila b>0  
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maka perkembangan trend adalah naik, sebaliknya bila b<0 maka 
perkembangan trend adalah turun. Untuk mengetahui prospeknya, 
digunakan rumus sebagai berikut: 
 
 
Y : Jumlah Penerimaan dari Sektor Pajak Parkir 
X : Periode Waktu 
a : Nilai Y, bila X = 0 
b : Besarnya Perubahan Variabel Y yang terjadi pada setiap 
perubahan suatu unit Variable X 
TABEL II.2 
Trend Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir 
Tahun 2006-2008 
Tahun X Y (Realisasi) X.Y X? 
2006 -1 364.554.800 -364.554.800 1 
2007 0 545.865.700 545.865.700 0 
2008 1 751.000.000 751.000.000 1 
?????  1.661.420.500 386.445.200 2 
   Sumber: data diolah 
Berpedoman pada persamaan trend linier tersebut dapat dicari trend 
pajak parkir di Kota Surakarta untuk 3 tahun yang akan datang. 
Trend tahun 2009 =  553.806.833 + 193.222.600 . (2) 
  =  940.252.033 
Trend tahun 2010 = 553.806.833 + 193.222.600 . (3) 
  = 1.133.474.633 
Trend tahun 2011 = 553.806.833 + 193.222.600 . (4) 
Y = a + bX 
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  = 1.326.697.233 
 
TABEL II.3 
Prospek Penerimaan Pajak Parkir 
Tahun 2009-2011 
 
Tahun X Trend 
2009 4 940.252.033 
2010 5 1.133.474.633 
2011 6 1.326.697.233 
  Sumber: data diolah 
           Dari perhitungan di atas memperlihatkan bahwa trend  pajak 
parkir di Kota Surakarta untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang 
menunjukkan peningkatan. Hal ini sangat memungkinkan karena pada 3 
(tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2006 sebesar Rp364.554.800,00, 
tahun 2007 sebesar Rp545.865.700,00, dan tahun 2008 menjadi 
Rp751.000.000,00 penerimaan dari sector pajak parkir mengalami 
peningkatan secara berturut-turut. Setelah menggunakan data  
diolah dengan analisis trend linier dengan metode kuadrat terkecil maka 
diperoleh perkiraan peningkatan penerimaan pajak parkir di Kota 
Surakarta pada tahun 2009 sebesar Rp940.252.033,00, tahun 2010 
sebesar Rp1.133.474.633,00, dan tahun 2011 meningkat menjadi 
Rp1.326.697.233,00. 
           Target pajak parkir yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Surakarta pada tahun 2009 sebesar Rp900.000.000,00 bila 
dibandingkan dengan prospek tahun 2009 yang telah dihitung dan 
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menghasilkan angka sebesar Rp940.252.033,00 maka terdapat selisih 
sebesar Rp40.252.033,00. Selisih ini disebabkan oleh pengaruh realisasi 
objek pajak parkir serta penghitungan yang berbeda dalam menghitung 
target.  
6. Hambatan Dalam Pengelolaan Pajak Parkir 
           Di dalam kesehariannya, Dinas Pendapatan Kota Surakarta 
mengalami banyak hambatan, antara lain: 
a. Kesadaran masyarakat akan pajak masih terbilang rendah. Sebagai 
contoh, masih ada Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak atau 
tidak mengetahui tentang adanya pajak parkir. 
b. Belum semua pemilik atau pengelola tempat parkir di Kota Surakarta 
terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir. Sebagai contoh, adanya tempat 
parkir baru yang pemilikannya tidak melapor ke kantor DIPENDA, 
sehingga belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir. 
c. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang menghitung pajak parkirnya 
tidak sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya. 
d. Adanya aparat yang kurang tegas dan disiplin. 
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BAB III 
TEMUAN 
 
 
           Pajak parkir merupakan peranan yang cukup penting bagi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, yang dapat dilihat dari realisasi yang 
diperoleh selama tahun 2006-2008. berdasarkan analisis dan pembahasan yang 
telah dilakukan penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan antara 
lain sebagai berikut: 
A. Kelebihan 
1. Pemerintah Daerah Kota Surakarta cepat tanggap dalam mengatasi 
kekurangan-kekurangan yang ada, yaitu dengan melakukan sosialisasi-
sosialisasi terhadap masyarakat khususnya Wajib Pajak Parkir sehingga 
dapat memperlancar jalannya pembangunan di Kota Surakarta. 
2. Penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan dan realisasinya 
mampu melebihi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. 
3. Dengan adanya pajak parkir, para pengelola parkir yang terbebas dari 
kewajiban membayar pajak, sekarang dapat memberikan kontribusi 
kepada Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. 
4. Tingkat kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sudah dapat 
dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat evektifitas penerimaan 
pajak parkir sudah dapat dikatakan evektif yaitu tingkat evektifitas 
melebihi 100%. 
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5. Prospek penerimaan pajak parkir di Kota Surakarta untuk 3 (tiga) tahun 
yang akan datang menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2009 
sebesar Rp940.252.033,00 tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 
Rp1.133.474.633,00 dan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 
Rp1.326.697.233,00 
B. Kelemahan 
1. Belum seluruh Wajib Pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di 
Kota Surakarta. 
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih belum tegas dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai aparat perpajakan. 
3. Bagi Wajib Pajak yang tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam 
membayar pajak yang terutang pihak Dinas Pendapatan Daerah tidak 
mengenakan sanksi secara nyata. 
4. Pajak yang harus dibayar pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah 
dapat dinegosiasikan. Sehingga pajak yang dibayar buka 
5. n berdasarkan realisasi yang sesungguhnya tetapi berdasarkan negosiasi 
antara pengelola parkir dengan Dinas Pendapatan Daerah. 
6. Masih ada Wajib Pajak Parkir yang tidak mematuhi peraturan yang ada. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
           Berdasarkan penelitian, analisis, dan pembahasan serta keterangan dari 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pemungutan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat 
dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak 
parkir pada tahun anggaran 2006-2008 rata-rata dapat mencapai bahkan 
melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase sebesar 106.87%. 
2. Prospek Penerimaan Pajak Parkir pada tahun-tahun mendatang cenderung 
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan realisasi 
penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang dengan menggunakan 
metode tren kuadrat.. Hal ini berarti bahwa peluang atau prospek pajak 
parkir sangat baik. Karena semakin banyak pula pengguna kendaraan baik 
roda dua maupun roda empat. 
3. Penerapan sistem pengelolaan pajak parkir belum sesuai dengan  peraturan 
yang ada, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan 
tersebut adalah belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola 
pajak parkir di Kota Surakarta. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata 
bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak. 
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4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta masih belum tegas dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai aparat perpajakan. 
5. Pajak yang harus dibayar pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah 
dapat dinegosiasikan. Sehingga pajak yang dibayar bukan berdasarkan 
realisasi yang sesungguhnya tetapi berdasarkan negosiasi antar pengelola 
parkir dengan Dinas pendapatan Daerah. 
6. Masih ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajak parkirnya tidak 
sesuai dengan dasar penghitungan yang seharusnya. 
7. Masih rendahnya tingkat kesadaran pihak pengelola parkir dalam 
membayar pajak. 
B. Saran 
          Dengan adanya kelemahan-kelemahan penulis mengajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Dibuat penyuluhan kepada para wajib pajak agar mengerti pentingnya pajak 
parkir sebagai salah satu bagian dari pajak daerah dalam membiayai 
pembangunan daerah. 
2. Adanya sanksi yang tegas bagi para wajib pajak yang tidak mau atau 
menunggak kewajiban membayar pajaknya. 
3. Adanya sanksi yang nyata bagi aparat Dinas Pendapatan Daerah yang 
melakukan negosiasi dengan pengelola parkir dalam hal pembayaran pajak 
parkir, sehingga memberikan efek jera. 
4. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dalam menentukan target 
sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan dan mengamati perkembangan 
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pajak parkir setiap tahunnya. Sehingga realisasinya dapat memenuhi target 
yang ditetapkan. 
5. Pembukaan area parkir, terutama yang menggunakan sarana badan jalan 
harus memperhatikan keamanan lalu lintas jalan, sehingga menghindari 
adanya kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas.
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UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2000 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : 
a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 
penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, 
nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;age amang 
b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan 
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan 
akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah; 
c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan 
Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 
pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan 
bertanggungjawab; 
d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi 
Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d 
di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
Mengingat : 
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat 
(2), 
dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan 
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran 
Negara Nomor 3685); 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 3839); 
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 
Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 
Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 angka 7, angka 9, angka 10, angka 
11, 
angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, 
angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 
diubah, 
sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum 
yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom 
yang 
lain sebagai badan eksekutif Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Gubemur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah 
Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
5. Peraturan Daerah adalah, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan pembangunan Daerah. 
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7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap, dan bentuk badan lainnya. 
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak 
Daerah. 
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 
tertentu. 
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun takwim kecuali 
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 
takwim. 
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek 
dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang 
oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran akau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah. 
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat 
ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administrasi, dan jumlah yang masiti harus dibayar. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 
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19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah 
surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat 
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat 
Tagihan Pajak Daerah. 
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca 
dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. 
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 
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30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang 
oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daetah. 
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi. 
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat 
SKRDLB, 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat 
untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan 
Retribusi. 
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya." 
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) 
dan 
ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 2 
(1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
  
lxxiii 
lxxiii 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 
(2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 
g. Pajak Parkir. 
(3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten Kota selain 
yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhl kriteria sebagai berikut: 
a. bersifat pajak dan bukan Retribusi; 
b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 
melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum; 
d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 
Pusat; 
e. potensinya memadai; 
f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 
g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 
h. menjaga kelestarian lingkungan. 
(5) dihapus. 
(6) dihapus." 
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 
2B, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 2A 
(1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) 
sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang 
bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan 
kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen); 
b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada 
Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); 
c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% 
(tujuh puluh persen). 
(2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) 
dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di 
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wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan. 
(3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan 
aspekpemerataan 
dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota. 
(4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan 
Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar 
Desa. 
(5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 
(1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota." 
"Pasal 2B 
(1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi 
terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang 
merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota 
dalam propinsi yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat 
lintas 
Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil 
penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait. 
(3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 
Gubemur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang 
terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan ." 
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 
"Pasal 3 
(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan paling tinggi sebesar: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen); 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% 
(sepuluh persen); 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen); 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
20% (dua puluh persen); 
e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen); 
f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen); 
g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen); 
h. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen); 
i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen); 
j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen); 
k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen). 
(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, 
dan 
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huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, 
huruf 
h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak." 
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan 
ayat (6), 
sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 4 
(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut. 
(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan 
mengenai : 
a. nama, objek, dan subjek pajak; 
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; 
c. wilayah pemungutan; 
d. masa pajak; 
e. penetapan; 
f. tata cara pembayaran dan penagihan; 
g. kedaluwarsa; 
h. sanksi administrasi; dan 
i. tanggal mulai berlakunya. 
(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai : 
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 
atas pokok pajak dan/atau sanksinya; 
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; 
c. asas timbal balik. 
(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih 
dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi 
Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah." 
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang 
berbunyi 
sebagai berikut: 
"Pasal 5A 
(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 
2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 
(lima belas) hari setelah ditetapkan. 
(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bertentangan 
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih 
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tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. 
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama I 
(satu) 
bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku." 
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), 
dan 
ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 18 
(1) Objek Retribusi terdiri dari: 
a. Jasa Umum; 
b. Jasa Usaha; 
c. Perizinan Tertentu. 
(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 
(3) Jenis jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
Perizinan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
a. Retribusi Jasa Umum: 
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 
Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi; 
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan 
dan kemanfaatan umum; 
4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi; 
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya; 
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
b. Retribusi Jasa Usaha: 
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 
Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 
terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum 
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu: 
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1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 
kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
umum; dan 
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 
dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan. 
(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang 
ditetapkan 
dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan. 
(5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian 
diperuntukkan kepada Desa. 
(6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut 
dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa 
dalam penyediaan layanan tersebut." 
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut: 
"Pasal 21 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 
a. untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, dan aspek keadilan; 
b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak; 
c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan." 
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat 
(6), 
sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 24 
(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut. 
(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan 
mengenai : 
a. nama, objek, dan subjek Retribusi; 
b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); 
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; 
d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; 
e. struktur dan besarnya tarif Retribusi; 
f. wilayah pemungutan; 
g. tata cara pemungutan; 
h. sanksi administrasi; 
i. tata cara penagihan; dan 
j. tanggal mulai berlakunya. 
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(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai : 
a. masa Retribusi; 
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 
atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; 
c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa. 
(5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi 
Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat 
sebelum ditetapkan. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi 
Peraturan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah." 
11. Ketentuan Pasal 25 dihapus. 
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, 
yang 
berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 25A 
(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 
18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 
(lima belas) hari setelah ditetapkan. 
(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bertentangan 
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. 
(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 
(satu) 
bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 
sesuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku." 
13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 
(satu) ayat 
yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 36 
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan 
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga 
ahli 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
(2a)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 
(2) 
adalah: 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam 
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sidang pengadilan; 
b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang 
ditunjuknya. 
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata 
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara 
Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya. 
(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan 
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta 
kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta tersebut." 
14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai 
berikut : 
"Pasal 42 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam 
Undangundang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 4 pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah 
dan Retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku." 
Pasal II 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang 
Pajak dan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah 4 diajukan kepada Menteri Dalam 
Negeri 
untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 
Tahun 
1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan 
dengan 
Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut. 
Pasal III 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Desember 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
ABDURRAHMAN WAHID 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 Desember 2000 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DJOHAN EFFENDI 
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